WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Menimbang :a. bahwa untuk memperkuat penyelenggaraan Laporan Harta

Mengingat

o 1.

Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Walikota
Serang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Serang, perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam  huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Serang Nomor
55 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Serang;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang .......
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4748);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5676);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

8. Peraturan .......
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8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang

Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 55 Tahun 2020

tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota

Serang Tahun 2020 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) TPP-ASN ditangguhkan kepada :

a. Pegawai atau Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai batas waktu

yang telah ditetapkan (31 Maret pada tahun berjalan).

b. Pegawai atau Penyelenggara Negara yang tersangkut gratifikasi.

c. Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menghilangkan barang milik

daerah.

d. Pegawai ..........
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d. Pegawai atau Penyelenggara Negara yang mendapat Tuntutan
Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR).

(2) Penangguhan TPP-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b,
huruf ¢ dan huruf d dikecualikan bagi Pegawai atau Penyelenggara Negara
yang telah memenuhi dan/atau menyelesaikan kriteria penangguhan.

(3) Dalam hal Pegawai atau Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN
sampai dengan 31 Maret Tahun berjalan, TPP-ASN ditangguhkan sampai

dengan Bulan Desember Tahun berjalan.

PASAL II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Februari 2021
WALIKOTA SERANG,

Ttd.
SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 4 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.
NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002




